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ABSTRAK 
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan tanpa pemanggilan 
terlebih dahulu adalah sah dan keputusannya mempunyai kekuatan mengikat. 
Kekuatan mengikat tersebut sama persis dengan keputusan RUPS yang dilakukan 
dengan pemanggilan yang sesuai dengan aturan dalam Undang-undang. Agar 
mempunyai kekuatan mengikat RUPS yang dilakukan tanpa pemanggilan harus 
dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusan harus disetujui dengan suara 
bulat. Apabila pelaksanaan RUPS tidak didahului dengan pemanggilan dan tidak 
dihadiri oleh seluruh pemegang saham, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. 
Tidak semua penjaminan asset perseroan harus mendapatkan persetujuan dari 
RUPS, RUPS hanya dibutuhkan apabila asset perseroan yang dijaminkan sama 
dengan atau lebih besar dari 50% total asset perseroan baik dalam satu transaksi 
maupun akumulasi dari total asset perseroan.  Circular resolution adalah 
pengganti pelaksanaan RUPS dengan cara konvensional maupun dengan 
telekonfrensi. Kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil sama dengan 
RUPS. Agar keputusan yang diambil dalam circular resolution mempunyai 
kekuatan mengikat surat edaran harus ditandatangai oleh seluruh pemegang 
saham. Tandatangan tersebut merupakan bukti persetujuan seluruh pemegang 
saham terhadap agenda yang termuat dalam surat edaran. Apabila surat edaran 
tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, maka keputusan yang ada 
tidak mempunyai kekuatan mengikat. Circular resolution dapat digunakan untuk 
pengganti pelaksanaan RUPS secara konvensional, namun tidak dapat digunakan 
sebagai pengganti RUPS yang mempunyai mata acara untuk mengalihkan asset 
perseroan serta menjaminkan sebagian besar asset perseroan. 
Kata kunci: RUPS tanpa pemanggilan, Circular Resolution pengganti 
RUPS, Penjaminan Asset Perusahaan 
 
ABSTRACT 
Implementation of the General Meeting of Shareholders conducted without 
calling in advance decision is valid and has a binding force. The binding force 
identical to the decision made by calling the AGM in accordance with the rules in 
the Act. In order to have binding force carried out without calling the AGM must 
be attended by all shareholders and decisions must be approved unanimously. If 
the implementation of the GMS is not preceded by a call and not be attended by 
all shareholders, the AGM can not be implemented. Not all asset guarantee 
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company must obtain approval from the GMS, GMS is only required if the 
company's assets as collateral equal to or greater than 50% of the total assets of 
the company either in one transaction or the accumulation of total assets of the 
company. Circular resolution is a substitute for the implementation of the GMS by 
conventional means or by teleconferencing. The binding force of decisions taken 
at the AGM. So that the decisions taken in the circular resolution has binding 
force circulars should be signed by all shareholders. The signature is a testament 
to the approval of all shareholders to the agenda contained in the circular. If the 
circular is not signed by all shareholders, the existing decision has no binding 
force. Circular resolution can be used to substitute for conventional 
implementation of the GMS, but can not be used as a substitute for the agenda of 
the AGM which have to divert company assets and ensure most of the assets of 
the company. 
 
Keywords:  Without calling the AGM, the AGM Circular Resolution replacement, 
Asset Assurance Company 
 
PENDAHULUAN 
Awal mula masuknya peseroan terbatas dalam tatanan hukum Indonesia 
adalah melalui asas konkordasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan 
yang berlaku di negara Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda 
(Indonesia).
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Perseroan Terbatas atau sering dikenal dengan istilah Perseroan merupakan 
sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang serta peraturan pelaksanaannya. 
Dalam melakukan kegiatan baik yang bersifat kepengurusan maupun 
kepemilikinan perseroan mempunyai tiga organ penting yang mempunyai tugas 
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Associates, Hal. 1.  
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dan kewenangan masing-masing. Ketiga organ tersebut adalah Direksi, Komisaris 
dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. 
Dalam hal tindakan yang bersifat pengurusan Direksi dapat berjalan sendiri 
tanpa persetujuan dari organ yang lain, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 
Pasal 92 ayat 1 UUPT. Namun dalam hal yang bersifat kepemilikan dalam hal ini 
menjaminkan asset perseroan dalam jumlah yang besar sesuai dengan aturan 
dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT, Direksi memputuhkan persetujuan dari RUPS. 
  Sedangkan untuk jaminan dapat berupa jaminan perorangan maupun 
jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri terdiri dari benda bergerak dan 
benda tak bergerak atau benda tetap. Asal jaminanpun dapat berasal dari asset 
pribadi pengurus perseroan, pemegang saham maupun yang berasal dari asset 
perseroan sendiri. 
Apabila ditinjau dari sekian banyak jenis asset perusahaan, penulis memilih 
asset perusahaan yang berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Pemilihan ini 
dilakukan karena lembaga penjaminan untuk masing-masing asset berbeda, 
sehingga agar penulisan skripsi dapat dilakukan secara mendalam maka penulis 
memilih asset perusahaan berupa Hak Guna Bangunan. 
Berdasarkan uraian Tersebut di atas, penulis mengangkat dua 
permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Pertama, 
bagaimana pelaksanaan RUPS Perseroan yang dilakukan tanpa ada pemanggilan 
sebelumnya? Kedua, bagaimana kedudukan circular resolution sebagai pengganti 
RUPS dalam penjaminan asset purusahaan? 
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Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian dan penulisan skripsi ini 
adalah: Pertama, untuk mendeskripsikan pelaksanaan RUPS Perseroan yang 
dilakukan tanpa ada pemanggilan sebelumnya. Kedua, untuk mendeskripsikan 
kedudukan circular resolution sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan asset 
purusahaan. 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah: 
Pertama, memberikan masukan kepada masyarakat luas mengenai seluk-beluk 
Perseroan Terbatas dan perbankan khususnya dalam fungsinya sebagai penyalur 
dana kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat terlebih pelaku usaha 
berbentuk perseroan mendapat pengetahuan yang cukup untuk menjalankan dan 
memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Kedua, mengasah dan meningkatkan 
kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga 
dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang 
hukum perusahaan, jaminan serta perbankan. Ketiga, memberikan sumbangan 
pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum 
perusahaan, mengenai organ-organ dalam Perseroan Terbatas baik fungsi maupun 
kewenangannya. 
Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan 
keabsahannya, penelitian harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat 
dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada 
hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, 
menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
2
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 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum 
tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan 
dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
3
 
Sumber Data yang digunakan penuli adalah Data Sekunder dan Data 
Primer. Data primer yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum 
Sekunder serta Bahan Hukum Tersier, sedangkan data primer berasal dari 
sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan 
melalui wawancara dengan pihak–pihak yang dipandang mengetahui obyek yang 
diteliti. Wawancara antara lain dilakukan dengan Notaris. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
content analysis.
4
 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau 
bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji serta 
mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan, menunjang 
dan mempermudah penelitian.  
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
wawancara langsung dengan pihak terkait, antara lain, pengurus perseroan dan 
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notaris guna memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara yang 
digunakan adalah wawancara secara terstruktur, yaitu penulis menyiapkan terlabih 
dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada nara sumber. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan RUPS Perseroan Yang Dilakukan Tanpa Pemanggilan Rapat 
Pemanggilan merupakan instrumen pelengkap pelaksanaan RUPS 
konvensional sehingga keberadaannya dapat dikesampingkan dalam satu keadaan 
tertentu. Apabila dikaji lebih dalam, pemanggilan mempunyai fungsi untuk 
meindungi hak para pemegang saham perseroan. Hak pemegang saham harus 
senantiasa dilindungi karena pemegang sahamlah yang sebenarnya berkedudukan 
sebagai pemilik perseroan.  
Perlindungan ekstra diberikan oleh undang-undang mengingat kemajuan 
zaman yang semakin mempermudah akses setiap orang terhadap informasi dan 
kewenangan seseorang atau badan hukum dalam hal ini pemegang saham.  
Seiring dengan majunya teknologi, pelaksanaan RUPS pun dapat 
dilakukan dengan lebih sederhana. Contohnya untuk pemanggilan dalam undang-
undang sudah dijelaskan bahwa pemanggilan harus dilaksanakan dengan surat 
tercatat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pembuktian pelaksanaan 
pemanggilan apakah telah dilaksanakan.  
Hal di atas jika dibenturkan dengan kemajuan teknologi maka 
pemanggilan dapat dilaksanakan dengan email, pesan singkat atau bahkan hanya 
lewat telpon. Namun penggunaan teknologi tersebut tidak serta merta dapat 
diterapkan begitu saja, akan tetapi ada syarat yang mengikuti. 
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Meskipun tidak ada pemanggilan secara resmi, apabila seluruh pemegang 
saham telah hadir, maka dapat dipastikan bahwa hak pemegang saham untuk 
mengetahui dan bersuara dalam memutuskan sesuatu telah terlindungi.  
Dalam Pasal 82 Ayat 5 UUPT hanya mengatur bahwa dalam hal 
pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat 1 dan 2, serta Ayat 3 Pasal 82 tersebut, keputusan RUPS tetap sah selama 
seluruh pemegang saham hadir dalam rapat dan menyetujui dengan suara bulat. 
Kata “pemanggilan” dalam kalimat: “dalam hal pemanggilan RUPS tidak 
sesuai” yang merupakan redaksi dari Pasal 82 Ayat 5 UUPT secara jelas dan tegas 
menyatakan bahwa meskipun seluruh pemegang saham hadir dan keputusan 
diambil dengan suara bulat, Pasal 82 Ayat 5 UUPT tetap mensyaratkan adanya 
pemanggilan RUPS. 
Pasal 82 Ayat 5 UUPT hanya mengatur bahwa dalam hal semua pemegang 
saham hadir  dan keputusan diambil dengan suara bulat, maka keputusan dianggap 
sah, meskipun pelaksanaan pemanggilan menyimpang dari ketentuan Ayat 1 
mengenai jangka waktu pemanggilan, Ayat 2 mengenai cara pemanggilan yaitu 
dengan surat tercatat atau iklan, dan Ayat 3 mengenai waktu, tempat serta mata 
acara rapat.  
Jadi Ayat 5 Pasal 82 UUPT tidak mengatur mengenai penyimpangan 
terhadap keharusan pemanggilan RUPS yang termaktub dalam Pasal 79 Ayat 1, 
Pasal 80 dan Pasal 81 UUPT, atau dengan kata lain Pasal 82 Ayat 5 UUPT sama 
sekali tidak mengatur bahwa bila seluruh pemegang saham hadir dan keputusan 
diambil dengan suata bulat, keputusan RUPS dapat dikatakan sah meskipun tidak 
diadakan pemanggilan. 
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Apabila aturan tersebut dibenturkan dengan aturan dalam Pasal 76 Ayat 4 
dan 5 UUPT yang berbunyi: 
“(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham 
dan semua pemegang saham menyetujui diadakan RUPS dengan agenda 
tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) RUPS sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil 
keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.” 
 
Berdasarkan uraian pasal di atas penulis berpendapat bahwa pemanggilan 
tidak lagi diperlukan manakala seluruh pemegang saham hadir. Sehingga 
keputusan yang diambil dalam RUPS yang dicontohkan dalam kasus PT. Puhan 
Indonesia juga memiliki kekuatan mengikat sama seperti RUPS yang didahului 
dengan pemanggilan. 
Pada prinsipnya aturan hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang 
lainnya. Namun dalam kaitannya dengan masalah pemanggilan ini berlaku asas 
“lex spesialis derogat legi generalis” yang dapat diartikan bahwa aturan yang 
sifatnya lebih khusus dapat mengesampingkan atau bahkan menghapuskan aturan 
yang sifatnya umum. 
Rudy Prasetyo mengatakan bahwa aturan dalam UUPT yang menjelaskan 
bahwa kata “manakala seluruh pemegang saham hadir” yang terdapat dalam Pasal 
76 Ayat 4 UUPT merupakan Pasal Coca Cola, yang dapat diartikan dengan asas 
kapan saja dan di mana saja.
5
 
Asas Coca Cola tersebut selain berlaku untuk mengapuskan aturan dalam 
Pasal 79 Ayat 5 dan Pasal 82 Ayat 5 UUPT. Yang mengatur tentang pelaksanaan 
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RUPS harus didahului dengan pemanggilan. Juga dapat diterapkan dalam pasal 
lain, yaitu Pasal 76 Ayat 1 UUPT tentang tempat pelaksanaan RUPS. Seharusnya 
RUPS dilaksanakan di tempat kedudukan namun jika hadir semua dapat dilakukan 
di manapun selama masih di wilayah negara Indonesia. 
Berbeda dengan aturan dalam undang-undang yang mengatur bahwa 
keputusan RUPS bersifat mengikat jika dihadiri dan disetujui oleh seluruh 
pemegang saham. Dalam hal ini penulis memiliki pandangan tersendiri tentang 
hal tersebut. Apabila seluruh pemegang saham menghadiri RUPS, maka syarat 
sahnya suatu keputusan RUPS yang diambil tidak harus dengan persetujuan suara 
bulat, akan tetapi mengikuti aturan kuorum RUPS. 
Alasan yang mendasari pendapat penulis tersebut di atas adalah dengan 
hadirnya semua pemegang saham maka seluruh pemegang saham telah diberikan 
kesempatan untuk tahu tentang hal yang dibahas dalam RUPS dan juga telah 
diberikan kesempatan untuk menentukan keputusan yang akan diambil 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
Kedudukan Circular Resolution Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) Dalam Penjaminan Asset Perusahaan 
 
Asset perseroan yang dipilih dalam penulisan adalah asset yang termasuk 
benda tetap. Lebih spesifik asset yang dipilih adalah hak atas tanah, meskipun hak 
atas tanah memiliki banyak ragam namun hanya hak atas tanah yang berupa hak 
guna bangunan yang dapat dimiliki oleh perseroan. 
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Sementara itu yang yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah 
warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
Dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah hanya dijelaskan bahwa proses pembebana hak 
tanggungan terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah tahap pemberian hak 
tanggungan dan yang kedua tahap pendaftaran.  
Eny Sulistiyowati menjelaskan
6
 dalam prakteknya proses pemasangan hak 
tanggungan terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, adalah tahap persiapan yang 
diawali dengan penyerahan dokumen yang digunakan dalam pemasangan hak 
tanggungan. Kedua, tahap penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT). Dalam tahap ini tidak sertamerta dilakukan tandatangan akta APHT, 
karena pemberian hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan. Dimana 
perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit dahulu yang 
ditandatangani baru Akta Pemberian Hak Tanggungan. Ketiga, tahap pendaftaran 
hak tanggungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUHT bahwa pemberian hak 
tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dalam waktu selambat-
lambatnya tujuh hari setelah penandatanganan APHT. Pendaftaran ini dilakukan 
guna memenuhi asas publisitas. 
Pada tahap kedua adalah tahap dimana  penandatanganan akta pemberian 
hak tanggungan dilakukan. Penandatanganan akta dilakukan oleh pemberi hak 
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tanggungan. Pasal 8 UUHT menyatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah 
orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. 
Rumusan Pasal 92 ayat 1 UUPT menjelaskan bahwa direksi menjalankan 
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan perseroan. Pada Pasal 12 Anggaran Dasar juga diatur bahwa direksi 
berhak untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala 
hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak 
lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan yang baik mengenai 
kepengurusan maupun kepemilikan. 
Namun aturan tersebut dibatasi oleh Pasal 102 Ayat 1 UUPT yang 
mengatur bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk Mengalihkan 
kekayaan perseroan dan Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang 
merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi 
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 
Menurut hemat penulis dari aturan dalam Pasal  102 UUPT di atas dapat 
diambil tiga garis besar, yaitu: Pertama, bahwa direksi mempunyai kewenangan 
untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kedua, bahwa 
direksi juga dapat menjaminkan asset perseroan tanpa persetujuan RUPS, apabila 
asset perseroan yang dijaminkan tidak sama dengan atau lebih dari 50% total 
keseluruhan asset perseroan baik dalam satu transaksi maupun akumulasi 
beberapa transaksi. Ketiga, bahwa apabila asset yang dijaminkan sama dengan 
atau lebih dari 50% dari total asset perseroan maka RUPS menjadi syarat mutlak 
agar asset perseroan dapat dijaminkan. 
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Dari uraian aturan di atas dapat dipahami bahwa penandatanganan 
perjanjian kredit dapat dilakukan oleh direksi, namun untuk menjaminkan 
sebagain besar asset perseroan direksi tetap membutuhkan persetujuan dari 
pemegang saham yang diberikan dengan keputusan RUPS.  
Apabila pemegang saham hadir pada waktu akad kredit maka pemegang 
saham dapat secara langsung memberikan keputusan RUPS. Permasalahannya 
adalah manakala pemegang saham tidak dapat hadir pada saat dilakukan akad 
sekaligus penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan maupun diwaktu 
lain untuk melakukan RUPS. 
Sesuai penjelasan sebelumnya bahwa pemegang saham juga dapat 
mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua 
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan 
menandatangani usul yang bersangkutan. 
Namun menurut pendapat penulis aturan dalam Pasal 91 UUPT yang 
menyebutkan bahwa kekuatan hukum circular resolution yang sama dengan 
RUPS konvensional tidak dapat digunakan apabila agenda RUPS adalah untuk 
melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan dan penjaminan asset 
perusahaan yang nilainya sama atau lebih besar dari 50% dari total keseluruhan 
asset perusahaan baik dalam satu transaksi atapun lebih.  
Undang-undang memang mengatur dimungkinkannya RUPS secara 
circular resolution maupun teleconfrance, akan tetapi untuk mengalihkan atau 
menjaminkan sebagian besar asset perusahaan tidak dapat digunakan keputusan 
RUPS yang diambil secara teleconfrance maupun circular resolution. Alasan 
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pengecualian tindakan hukum tersebut adalah karena dalam menjual dan 
menjaminkan sebagian besar asset persoeroan membutuhkan izin tertulis dari 
direksi dan harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham yang diberikan 
secara nyata di hadapan notaris maupun PPAT.   
Dalam penjaminan asset perseroan pemberi hak tanggungan harus hadir 
langsung di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila pemegang saham 
tetap tidak dapat hadir di satu tempat yang sama dan waktu yang sama. Maka 
penjaminan sebagian besar asset perseroan tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan 
untuk persetujuan RUPS juga harus diberikan secara langsung, dalam artian para 
pemegang saham harus secara langsung menghadap notaris untuk memberikan 
persetujuan penjaminan hak atas tanah milik perseroan. 
Namun hal tersebut tidak serta merta dapat diartikan bahwa keharusan 
hadir dalam satu tempat yang sama bersifat mutlak. Apabila pemegang saham 
tidak dapat hadir maka ia bisa memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir 
dalam RUPS, tentu saja kuasa juga harus dibuat dihadapan notaris baik itu dalam 
bentuk akta notariil maupun surat kuasa legalisasi. 
Pemberian kuasa harus dilakukan di hadapan Notaris dimanapun 
pemegang saham berada. Isi kuasa adalah memberikan persetujuan untuk 
menjaminkan sebagain asset perseroan.  
Kekuatan hukum surat yang dilegalisasi meskipun masih berada di bawah 
akta otentik namun sudah dapat digunakan untuk dasar mengikuti rapat yang 
beragendakan penjaminan asset perseroan maupun penjualan, karena dengan 
legalisasi berarti si penandatangan dan waktu dilakukannya tandatangan dapat 
dijamin kebenarannya. 
14 
 
Hal yang kedua dilakukan para penerima kuasa adalah berkumpul dalam 
satu tempat yang sama bersama dengan direksi untuk melaksanakan RUPS. 
Pelaksanaan RUPS pun harus dihadiri oleh Notaris agar membuat risalah rapat 
dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS. 
Dari semua uraian di muka dapat diartikan bahwa kedudukan keputusan 
yang diambil melalui circular resolution yang berkaitan dengan penjaminan 
sebagian besar asset perseroan adalah tidak dapat mengikat. Dengan kata lain 
circular resolution yang digunakan sebagai pengganti RUPS dengan agenda 
menjaminkan sebagian besar asset perseroan tidak dapat digunakan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, pelaksanaan RUPS yang dilakukan tanpa pemanggilan terlebih 
dahulu adalah sah dan keputusannya mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan 
mengikat tersebut sama persis dengan keputusan RUPS yang dilakukan dengan 
pemanggilan yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Agar mempunyai 
kekuatan mengikat RUPS tanpa pemanggilan harus dihadiri oleh seluruh 
pemegang saham dan keputusan harus disetujui dengan suara bulat. Apabila 
pelaksanaan RUPS tidak didahului dengan pemanggilan dan tidak dihadiri oleh 
seluruh pemegang saham, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. 
Kedua, tidak semua penjaminan asset perseroan harus mendapatkan 
persetujuan dari RUPS, RUPS hanya dibutuhkan apabila asset perseroan yang 
dijaminkan sama dengan atau lebih besar dari 50% total asset perseroan baik 
dalam satu transaksi maupun akumulasi dari total asset perseroan. Circular 
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resolution adalah pengganti pelaksanaan RUPS yang mempunyai kekuatan 
mengikat sama dengan RUPS. Agar keputusan yang diambil dalam circular 
resolution mempunyai kekuatan mengikat surat edaran harus ditandatangai oleh 
seluruh pemegang saham. Apabila surat edaran tidak ditandatangani oleh seluruh 
pemegang saham, maka keputusan yang ada tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
Circular resolution dapat digunakan untuk pengganti pelaksanaan RUPS secara 
konvensional, namun tidak dapat digunakan sebagai pengganti RUPS yang 
mempunyai mata acara untuk mengalihkan asset perseroan serta menjaminkan 
sebagian besar asset perseroan. 
Saran 
Pertama, persyaratan pemanggilan yang termuat dalam aturan 
perundangan harus lebih diperjelas lagi. Selain itu aturan yang menyebutkan 
bahwa keputusan RUPS yang diambil tanpa pemanggilan harus disetujui oleh 
seluruh pemegang saham seharusnya diubah. Sahnya keputusan RUPS diperoleh 
manakala persetujuan pemegang saham telah sesuai dengan aturan kuorum. 
Kedua, di Indonesia masih diperlukan aturan perundang-undangan yang 
secara detail dan menyeluruh mengatur mengenai pelaksanaan RUPS yang 
dilakukan dengan cara circular resolution. Hal ini agar kepastian hukum 
mengenai kekuatan mengikat keputusan yang diambil melalui metode circular 
resolution menjadi jelas.  
Ketiga, harus ada pengaturan kembali dan juga penjelasan yang lebih 
terperinci mengenai keputusan apa yang dapat diambil menggunakan circular 
resolution dan mana yang harus menggunakan RUPS konvensional. Sehingga 
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diharapkan tidak akan ada perdebatan lagi mengenai sah atau tidaknya keputusan 
yang diambil melalui circular resolution. 
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